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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ONE DAY”

Jika sesuatu ditakdirkan untuk anda,

maka ribuan tahunpun ia tetap akan milik anda

“If something is destined for you,

never in million years it will be for some body else”

PERSEMBAHAN

Berkat rahmat Allah SWT, skripsi ini dapat terselesaikan dan saya

persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendo’akan serta yang

memotivasi saya selama ini, yaitu :

 Untuk kedua orang tua saya, bapak Junaidi (bak) dan ibu Patia (mak),

terima kasih atas do’a, dan kasih sayang yang tulus sekaligus orang yang

paling saya cintai.

 Untuk keluarga tercinta, ayuk, abang serta adik-adik saya terima kasih telah

memberikan suport selama menjalani perkuliahan kurang lebih 4 (empat)

tahun.

 Seluruh teman-teman fakultas hukum angkatan 2015 dan KKN Desa Pasir

Putih serta adik-adik tingkat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,

terima kasih telah memberikan dorongan motivasi dan masukan-masukan

dalam penulisan skripsi ini.
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ABSTRAK

Toni

4011511072

ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP
JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM

PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Skripsi, Fakultas Hukum, 2019

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Justice Collaborator, Sistem Peradilan Pidana

Kedudukan hukum seorang saksi pelaku yang bekerjasama (Justice
Collaborator) di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu hal
yang sangat penting. Pentingnya peran Justice Collaborator didasarkan pada
sulitnya untuk mengungkap perkara yang sifatnya rahasia dan tertutup, maka
diperlukannya peran dari salah satu pelaku kejahatan tersebut untuk ditetapkan
sebagai seorang Justice Collaborator untuk mengungkap perkara teroganisir
(organized crime). Rumusan masalah yakni bagaimanakah kedudukan hukum
Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan pengaturan
hukum terhadap Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia,
serta efektifitas peran Justice Collaborator dalam pengungkapan perkara pidana
di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis
normatif. Kedudukan hukum Justice Collaborator di dalam sistem peradilan
pidana di Indonesia tidak dikenal secara langsung, namun tetap diakui dalam
proses penegakan hukum di Indonesia, sesuai dengan pengaturannya Justice
Colaborator tidak disebutkan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, akan tetapi di atur dalam beberapa peraturan hukum yang
sifatnya lebih khusus. Efektifitas peran Justice Collaborator dalam pengungkapan
perkara pidana di Indonesia sangat efektif, hal ini didasarkan pada banyaknya
kasus tindak pidana yang telah dapat diungkap dengan digunakannya peran dari
orang dalam suatu kejahatan (Justice Collaborator), serta keterlibatan peran
seorang Justice Collaborator dapat membantu aparat penegak hukum selama
proses pembuktian untuk mengungkap suatu tindak pidana tertentu. Kesimpulan
bahwa penerapan Justice Collaborator di dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia merupakan suatu langkah positif dalam proses penegakan hukum di
Indonesia.
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ABSTRACT

Toni

ANALYSIS LEGAL STANDING AGAINST
JUSTICE COLLABORATOR IN INDONESIA

CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Thesis, Law Faculty, 2019

Keywords: Legal Standing, Justice Collaborator, Criminal Justice System

Legal standing of witness of perpetrator who colaborate (Justice
Collaborator) in Indonesia criminal justice system is an important things. The
role of the Justice Collaborator base on the difficulity to reveal the secret and
classified case, so it is neccesary to assign a suspect to become Justice
Collaborator to reveal the organized case (organized crime) which formulated the
problems is how the legal standing and law regulation Justice Collaborator in
Indonesia criminal justice system, and the role efficience of Justice Collaborator
to reveal Indonesian criminal case. The method which used in this reseacr is
normative yuridical legal standing of Justice Collaborator in Indonesia criminal
justice system is not directly recognized, but still exsist in law enforcment in
Indonesia base on constitution, Justice Collaborator is not mentioned explicitly in
criminal procedural law, but regulated in specific law role efficiency of Justice
Collaborator to disclosure criminal case in Indonesia is highly effective, this thing
base on number of criminal ase that revealed by Justice Collaborator, and
involving Justice Collaborator can help the law enforcer cluring certain process
of proving the case. The conclusion that implemention of Justice Collaborator in
criminal justice system in Indonesia is an postive step in law enforcement in
Indonesia.
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